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Abstract

This research aims to find out the strategies and factors that hinder the village government in carrying
out or implementing infrastructure development in Tanjung Beringin village, Bases Kuras sub-district, Pelalawan
district. This infrastructure development is an obligation for every village government which creates many benefits
for the community if development is carried out. So that this researcher can find out, analyze and describe the
Village Government’s Strategy in Implementing Infrastructure Development in Tanjung Beringin Village,
Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. This type of research uses a qualitative descriptive type. The
research informants consisted of the Head of Tanjung Beringin Village, the Head of the BPD of Tanjung Beringin
Village, the Secretary of Tanjung Beringin Village, the Head of General Affairs and Finance of Tanjung Beringin
Village, the Head of RT 01 of Tanjung Beringin Village, the Head of RW 01 of Tanjung Beringin Village, and the
people of Tanjung Beringin Village. Meanwhile, data collection techniques are carried out by means of observation,
interviews and documentation. The results of this research show that the village government’s strategy in
implementing infrastructure development in Tanjung Beringin village, Pangakalan Kuras sub-district, Pelalawan
district
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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui startegi dan apa saja faktor yang membuat terjadi
penghambat pemerintah desa dalam melakukan atau melaksanakan pembangunan infrastruktur di
desa tanjung beringin kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan. Pembangunan infrastruktur
ini ialah suatu kewajiban bagi di setiap pemerintah desa yang membuat banyak keuntungan bagi
masyarakat apabila pembangunan di laksanakan. Sehingga peneliti ini bisa mengetahui, menganalisi,
dan mendeskripsikan mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
Infrastruktur Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Tipe
penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Informan Penelitian terdiri dari Kepala Desa
Tanjung Beringin, Ketua BPD desa tanjung beringin, Sekretaris Desa tanjung beringin, Kaur Umum dan
Keuangan desa tanjung beringin, Ketua RT 01 desa tanjung beringin, Ketua RW 01 desa tanjung
beringin, dan masyarakat desa tanjung beringin. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan
dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
strategi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin
kecamatan pangakalan kuras kabupaten pelalawan.

Kata Kunci : Strategi, Pemerintah Desa, Pembangunan Infrastruktur
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Pendahuluan

Dari dulu hingga sampai sekarang desa senantiasa menjadi salah satu fokus perhatian
dalam setiap pembahsan dalam suatu sistem peereintahan daerah maupun pemerintahan
pusat, yang mana desa tersebut yaitu merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah.
Namun demikian yang mana masih banyaknya suatu permasalahan yang muncul pada
pemerintahan desa. Dalam rangka penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
mengenai desa, maka banyak bermunculan berbagai program-program yang dibuat oleh
pemerintah pusat dan juga pemeritah daerah yang dimana program-program tersebut
bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat perdesaan. Beberapa tujuan
pembangunan desa meliputi:

1. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan
kualitas hidup manusia, serta mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,
dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.

2. Tujuan jangka panjang pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat pedesaan melalui peningkatan kesempatan kerja, peluang berusaha, dan
pendapatan, dengan pendekatan pembinaan lingkungan, pembinaan usaha, dan
pembinaan manusia. Secara tidak langsung, tujuan ini juga bertujuan untuk membentuk
fondasi yang kuat bagi pembangunan nasional.

3. Tujuan pembangunan dalam jangka pendek adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi
dalam aktivitas ekonomi serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

Kemudian dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan
bahwa pembangunan desa adalah upaya menigkatkan kualitas hidup untuk kesejahteraan
masyarakat desa.

Rencana pembangunan desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKP Desa). RPJM Desa adalah perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6
tahun, sementara RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1
tahun Perencanaan pembangunan desa harus sinergi dengan perencanaan pembangunan
kabupaten, sehingga pencapaian sasaran pembangunan desa juga harus mendukung
pencapaian sasaran pembangunan kabupaten. Adapun dalam undang-undang nomor 6 tahun
2014 pada pasal 4 dan 5 tentang perencanaan pembangunan yang mana yakni:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Bagian Kesatu Umum
Pasal 4
1. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
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b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah
Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

1. Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: a. penyusunan RPJM Desa; dan b.
penyusunan RKP Desa.

2. RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.

Desa Tanjung Beringin merupakan salah satu Desa yang terletak di kecamatan
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan menjadi suatu tempat penelitian. Dimana dari sorek
satu menuju ke Desa tanjung berigin ini memiliki jarak sekitas 30 kilo meter (Km). Disisi lain
yang mana BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peningkatan mutu
pembangunaan masih belum sesuai dengan yang diharapakan peran BPD pun berjalan
dengan baik. Dalam pembangunan desa diarahkan untuk memnafaatkan secara optimal
potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusia

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana hasil
penyelenggaraan pembanguan infrasruktur Desa Di Desa Tanjung Beringin Kecamatan
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan juga Untuk mengetahui faktor hambatan dalam
meningkatkan pembangunan infrasruktur Desa di Desa Tanjung Beringin Kecamatan
Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

Dengan demikian adapun pembangunan yang belum terlaksanakan sehingga terdapat
beberapa fenomena mengenai pembangunan desa diantaranya:

1. Pembangunan Jalan Desa yang mana di tabel tersebut sudah terlaksana 100 persen, tetapi
nyatanya dilapangan hanya baru terlaksana 950 meter (M) dan belum benar dikatakan
terlaksana 100 persen yang sebagaimana di cantumakan di tabel tersebut.

2. Pembangunan Gedung, Bangunan dan Taman yang mana dari ketiga ini dapat dilihat
bahwa bangunan Taman di Desa tanjung beringin belum sama sekali terlaksana
sebagaimana yang di cantumkan di tabel tersebut yang di katanakan sudah 100 persen
namun nyatanya dilapangan belum terlaksana sama sekali.

Tinjauan Pustaka

Keberhasilan dalam suatu pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya
ditentukan sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah desa dan masyarakat desa
saling bekerja sama membangun desa yang baik yang mana pembangunan yang dilakukan
desa secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring
evaluasi yang lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa tersebut. Namun
Stategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang, startegi bisnis bisa berupa
perluasan geografis, difersifikasi, akusisi, pengembangan dan juga jangka panjanng yang
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dinsusun untuk menghantarkan pada suatu pencapain pada tujuan dan sasaran
tertentu(David dan Fred 2010).

Namun dalam mencapai suatu Keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di
tingkat desa pada dasarnya ditentukan sejauh mana komitmen dan konsisten pemerintah desa
dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa yang baik dengan demikian yang
dimana menurut (David dan Fred 2010), indikator variabel yang dianalisis dalam penelitian
ini, dipersembahkan konsep operasional sebagai berikut:

1. Administrasi merupakan suatu fungsi yang memegang peranan penting terhadap
tercapainya kelancaran usaha kegiatan, maupun aktivitas yang dilakukan oeleh organisasi.

2. Administrasi Publik adalah seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi
kegiatan manajemen pemerintah (Perencanaan, Pengorganisasiaan, Pelaksanaan dan
Pengawasan terhadap pembangunan) dengan semua mekanisme kerja serta dukungan
sumber daya manusia.

3. Organisasi adalah sekelompok orang bekerja sama dalam struktur dan koorganisasi tertentu
dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

4. Strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap
pengusaha dalam segaal macam bidang usaha.

5. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan
pemerintah desa.

6. Infrastruktur merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan dari
beberapa jenis fasilitas yang dibuat secara khusus untuk mendukung kegiatan-
kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Infrastruktur memiliki peran
yang sangat luas dan mencakup berbagai konteks dalam pembangunan, baik dalam
konteks fisik lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan konteks lainnya.

7. Pembangunan Desa adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan
ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

8. Strenghts (Kekuatan) adalah komponen yang memberikan keunggulan dan keuntungan
dalam bisnis dibandingkan dengan yang lainnya.

9. Weakness (Kelemahan) adalah kompenen yang akan menentukan dan mengidentifikasi
kekurangan atau kelemahan yang ada dalam bisnis yang sedang dijalankan.

10. Opportunities (Peluang), dengan memahami peluang, maka dapat mengidentifikasi
berbagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan perusahaan di masa
mendatang.

11. Threats (Ancaman) adalah komponen ini berguna untuk mengidentifikasi berbagai potensi
risiko atau tantangan yang mungkin dihadapi saat menjalankan tugas atau aktivitas
tertentu.

Metode

Tipe Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dan kualitatif.
Sumber Data primer adalah informasi langsung yang terdiri dari beberapa indikator dan hasil
analisis yang diperoleh dari penelitian lapangan, seperti data dari observasi dan wawancara
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dan Data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian ini untuk melengkapi
informasi yang diperoleh dari data primer. Namun data sekunder dalam penelitian ini adalah
data tambahan yang diperoleh dari sumber lain yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.
sehinggan dalam penelitian ini yang dimaksud data sekunder adalah buku, skripsi, jurnal,
website dan undang-undang.

Setelah Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yang berarti data tersebut
dianalisis dalam bentuk kata-kata baik secara lisan maupun tertulis. Tujuannya adalah untuk
mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian. Hasil analisis, baik dari
studi lapangan maupun studi literatur, kemudian akan mengklarifikasi temuan penelitian

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan desa adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di desa.
Dalam konteks ini, tugas pemerintah desa adalah merancang rencana pembangunan desa
berdasarkan pada kebutuhan dan harapan masyarakat, serta memanfaatkan semua sumber
daya yang tersedia sesuai dengan kewenangan mereka, dengan mengikuti pedoman dari
rencana pembangunan yang lebih besar di tingkat kabupaten/kota.

Namun pambanguna desa juga merupakan bagian dari pembangunan nasional dan
pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan
nasional karena karena desa beserta masyarakatnya basis dan ekonomi, politik, sosil budaya
dan pertahanan keamanan.

Sebelum membahas hasil penelitian yang diperoleh mengenai strategi pemerintah desa
dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin kecamatan
pengkalan kuras kabuapten pelalawan, maka dari itu terlebih dahulu menguraikan mengenai
identitas dari informan sebagai gambaran sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini.
Tujuan pembangunan infrastruktur desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk
desa. Yang mana menggunakan variable menurut david dan fred (2010) dan indikator yang
dijadikan dalam penelitian ini adalah Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (weakness), Peluang
(opportunities) dan Ancaman (Threaths).

1. Kekuatan (strength) dalam pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin

Yaitu kekuatan dan karakteristik oraganisasi yang mana memberikan kelebihan atau
keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya. Namun demikian kekuatan ini juga suatu
kebijakan Sumber Daya manusia yang masih memadai dan terdapat anggaran dalam
pembangunan infrastruktur di desa.

Penulis Telah Melakukan Wawancara Kepada Bapak Syafri selaku Kepala Desa Tanjung
Beringin :

“Ada banyak, diantaranya adanya sumber daya alam yang mana seperti tanah, air dan kayu,
ada juga sumber daya manusia yang mana memnafaatkan tenaga kerja lokal yang ada di desa
tanjung beringin, dan juga ada bebrapa potensi lainnya yang ada di desa tanjung beringin
yang misalnya ada juga sektor peternakan, perkebunan, dan juga peraniana. Adapun juga
potensi seperti non fisik desa yang mana terdapat dari sikap gotong royong, lembaga
pendidikan, lembaga sosial dan juga aparatur desa. Namun kalau dilihat dari sumber daya
alam salah satunya contoh seperti air di desa tanjung beringin ini belum menggunakan air
bersih atau di sebut juga air sumor bor yang mana masyarkat desa tanjung beringin ini
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menggunakan air pribadi atau membuat sumor bor pribadi sendiri dirumah. Sempat jalan
bebrapa bulan air bersih kerumah-rumah namun ada yang tidak kebagian terpaksa air bersih
tersebut di hentikan secara permanen maka dari itulah masyarakat desa tanjung beringin
membuat sumur bor pribadi dirumah masing-masing”. (27 november 2023).

Peneliti Masih melakukan wawancara bersama kepala Desa Tanjung Beringin:

“Dengan cara memanfaatkan segala potensi yang ada di desa tanjug beringin dalam
pelaksanaan pembangunan diantaranya dengan cara memanfaatkan sumber daya alam di
desa dan mengoptimalkan tenaga kerja lokal desa guna untuk menunjang pembangunan di
desa. Namun demikian di desa tenajung beringin tersebut sudah mulai melakukan yang
namanya pelapisan jalan seminisasi yang sudah retak-retak atau sudah berlubang yang sudah
mulai hancur agar membuat kanyaman dan keamanan dalam berkendara masyarkata
setempat, maka dari itula para tenaga kerja loka bisa melakukan aktivitanya dengan
melakukan pekerjaan yang ada di desa dan sudah di rencanakan terlebih dahulu, dengan
menggunakan dana yang seadanya. (27 november 2023)

Dari wawancara di atas bahwasanya pihak pemerintah desa tersebut sudah ada
rencana untuk melakukan dan meningkatkan pembangunan di desa tetapi hanya butuh
waktu rancangan terlebih dahulu untuk melaksanakan pembanguanan tersebut. Sehingga
bapak kepala desa berkata bahwa untuk melakukana dan meningkatkan pembangunan
seperti di desa lain itu ada cuman membutuhakan suatu atau sebuah proses. Hal ini tertuang
didalam rencana pembangunan desa itu yang mana dalam melakukan pembangunan
membutuhkan dana dengan jumlah yang sangat besar yaitu Rp. 122.000.000 juta namun
dengan biaya ada belum jiuga tepat sasaran karena biaya yang belum mencukupi untuk
melakukan pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian bahwasannya
pemerintah desa memiliki kekuatan dalam melakukan rencana pembangunan desa yang
belum tepat sasaran hingga sampai meencapai suatu keberhasilan dalam melakukan
pembangunan tersebut dan juga pemerintah desa bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.

2. Kelemahan (Weakness) dalam pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin

Yaitu karakterisitik yang berkaitan dengan kelemahan pada oraganisasi dibandingkan
dengan yang lainnya. Yang menjadi kelemahan di desa tanjung beringin kecamatan
pengakalan kuras kabupaten pelalawan ini yaitu terdapat pada bidang partipasi masyarakat
yang mana yaitu:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh

pemerintah desa.

Disini dapat dilihat bahwasan nya kelemahan yang ada di desa tanjung beringin ini
masih terdapat rendahnya kesadaran masyarakat setempat dalam menghadari rapat,
dikarenakan kurangnya sosialisai pemerintan desa terhadap masyarakat tersebut sehingga
membuat masyarakat enggan untuk menghadiri rapat yang selalu di adakan.

Penulis selanjutnya melakukan wawancara kepada Bapak Yanto S.Pd selaku Kutua Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) desa tanjung beringin:

“bapak yanto berkata tentu saja jelasnya minim dana yang dapat mempengaruhi terealiasinya
pembangunan desa, yang mana terutamanya di bidang pembangunan fisik yang mana di
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bidang pembangunan ada banyak pembangunan yang belum terlaksana atau terealisasi di
desa ini sebgaimana yag sudah dirasakan oleh masyarakat yaitu seperti pembangunan
TK/PAUD, Air Bersih, Drainase, Taman, Jalan seminisasi, dan juga ada beberapa bangunan
fisik lainnya yang belum terealisasi, ini menyebabakan minimnya dana yang mengakibatkan
belum terealiasinya pembangunan, seperti pembangunan jalan seminisasi yang mana beru
terealisasi hanya beberapa kilo, pembangunana taman yang di Undur, karena dana yang
sangat minim. (27 november 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Yanto S.Pd mengenai pembangunan ini
berpengaruh pada anggaran dana yang masih kurang cukup untuk melakukan pembangunan
yang sesuai diharapkan oleh masyarakat, maka dari itu dengan masih kurangnya anggaran
dana makanya proses pembangunan akan juga terhambat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Rudi Hartono S.IP selaku
Sekretaris Desa tanjung beringin:

“menurut bapak rudi yang menjadikan kelemahan dalam mewujudkan pembangunan di
desa tanjung beringin yaitu kurangnya partisipasi masyarakat umum dalam mendukung
pelaksanaan pembangunan di desa, yang mana ada sebaian masyarakat yang kurang setuju
dalam melaksankan suatu pembangunan sehingga membuat suatu pembangunan yang mau
dibangun jadi terhambat karena kurangnya setuju dari masyarakat, selain itu ada juga pihak
masyarakat yang tidak mau ikut serta dalam hal rapat sehingga tidak tau apa yang mau di
rencanakan untuk pembangunan yang membuat kurang nya setuju dalam hal pembangunan,
di sisi lain masyarakat juga kurang berpartisipasi dalam hal suatu kerja sama di desa seperti
salah satu kegiatan gotong royong itulah yang membuat lemahnya dalam mewujudkan
pembangunan di desa tanjung beringin ini.(27 november 2023)

Dari hasil wawancara bersama bapak rudi hartono S.IP bahwasannya kurangnya
pastisipasi masyarakat dalam menunjang atau dalam melakukan untuk rencana
pembangunan di desa tersebut sehingga membuat terhalangnya pembangunan yang akan
dilaksanakan akibatnya ketidaksetujuan dari sebagian masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara,observasi dan dokumentasi penelitian mengenai
kelemahan dalam melakukan rencana pembangunan di desa tanjung beringin ini yaitu
ketidaksetujuan dari masyarakat desa dalam melakukan rencana pembangunan yang
sebagaimana diharapkan oleh pemerintah desa.

3.Peluang (Opportunity) dalam Pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan.
Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti
perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau
pemasuk merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Namun demikian peluang ini juga
yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi ataupun untuk dapat berkembang di kemudian
hari.

Penulis melakukan wawancara dengan Ibu Ebi Yana selaku Kaur Umum dan Keuangan di
desa tanjung beringin :

“Bisa sekali, karena dengan banyaknya pembangunan di desa, maka semakin banyak
masyarakat yang terlibat sebagai tenaga kerja, seperti masyarakat yang kurang mampus atau
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hidupnya kurang berkecukupan dengan hasil kerja yang lain dari situ dengan adanya
melakukan pemangunan di desa tanjung beringin ini makanya mata pencaharian masyarakat
desa tanjung beringin yang kurang mampu bisa menambah keuangan bagi mereka yang
kurang mampu atau bagi yang pengangguran, dan bagi yang pengngguran yang tadinya
tidak ada pekerjaan maka dengan adanya melaksanakan pembangunan di desa membuat para
tenaga kerja masyarakat jadi ada atau mata pencaharian jadi ada. (28 november 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Ebi yana selaku kaur umum dan kaur
keuangan yang mana disini apabila pemerintah desa melakukan pembangunan makanya

semakin bagus peluang yang akan didapat oleh masyarakat apabila rencana pembangunan
dilakukan.

Penulis melakukan wawancara bersama bapak Sujang selaku ketua RT 01 di desa tanjung
beringin:

“bapak sujang mengatakan ada yang bisa dan ada juga yang tidak, yang mana salah satu
contohnya yang bisa pembangunan sector transportasi, misalnya pembangunan jalan
seminisasi di desa yang sudah mulai terealisasi dan ada sebagian yang belum terealiasi,
dengan dibangunnya jalan desa yang sudah layak atau sudah tereliasai bisa membuat aktifitas
masyarakat di bidang transportasi menjadi mudah dan juga membuat kenyamanan
masyarakat desa, namun demikian ada juga yang dikatakan tidak itu seperti salah satunya
pembuatan taman yang belum di laksanakan sama sekali ntah itu kekungan dana ntah itu
lokasi yang tidak memadai itu saya juga kurang tau.(28 november 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak sujang selaku ketua RT 01 dalam
melakukan pembangunan jalan seminasi ini belum sepenuhnya terealisasi sebaimana yang
diharapakan oleh masyarakat terhadap pemerintah desa

Berdasarkan hasil wawancara, obeservasi dan dokumentasi penelitian mengenai
kondisi kinerja antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pembangunan jalan ini
sudah mulai baik agar membuat kenyamanan pengendara dalam menjalani aktivitasnya
sehari-hari. Maka dari itu pemerintah desa dan juga masyarakat sudah saling bekerjasama
dan memberi kepercayaan dalam melakukan ketercapaian terhadap pembangunan tersebut.

4. Ancaman (Threats) dalam Pembangunan infrstruktur di desa tanjung beringin

Yaitu suatu anacaman yang akan dihadapi oleh organisasi yang dapat menghambat
perkembangannya. Ancaman di desa tanjung beringin ini yaitu terkendalamya olah Jalan
yang mana jalan poros keluar nya masuk akses masyarakat desa tanjung beringin ini bisa
dikatakan tidak baik karena apabila hujan jalan tersebut menjadi licin dan juga becek apabila
dilalui mobil dan membuar para pengemdara sepeda motor susah untuk melaluinya yang
diakibatkan licin itulah yang menjadi ancaman bagi para mayarakat desa tanjung beringin.
Namun demikian apabila hujan turun mobil muatan atau angkutan buah kelapa sawit ini
susah juga untuk melewati jalan tersebut karena tanah di desa tanjung beringin ini yaitu
memiliki warna kuning itulah yang membuat jalan selalu licin apabila hujan dan susah
dilewati para pengendara.

Penulis selanjutnya melakukan wawancara bersama Bapak Kandar selaku ketua RW 01
di desa tanjung beringin:
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“Tidak, malah justru sebaliknya dengan adanya banyak pembangunan infrastruktur di
desa yang di rencanakan maka semakin menguntungkan bagi para masyarakat di desa ini,
karena tidak terdapat ancaman bagi masyarakat desa jika pembangunana terlaksana dengan
sesuai apa yang sudah di sepakati bersama, jika adanya ancaman itupun paling saja mengenai
pasrtisipasi masyarakatnya, apabila masyarakat ini saling berkerja sama maka tidak akan ada
ancaman dalam pembangunan infrastruktur di desa ini. Ucap kata bapak kandar selaku ketua
RW 01 di desa tanjung beringin. (29 november 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak kandar, bahwasannya tidak ada ancaman
bagi masyarakat dalam melakukan rencana pembangunannamun demikian malah
menguntungan bagi masyarakat apabila banyaknya rencana pembangunan yang akan
dilakukan atau dilaksanakan.

Penulis melanjutkan wawancara yang terakahir kepada masyarakat desa yang mana
yakni bapak Muhadi selaku atau sebagai masyarakat biasa:

“ Tidak, karena sebagian pembangunan di desa tanjung beringin ini merata, dengan
pembangunan yang merata maka kecil kemungkinan akan terjadinya kecemburuan sosial di
desa, mungkin pun kalau ada kecemburuan sosial paling tidak itu terdapat pada sistem suatu
perdagangan masyarakat di desa, kalau masalah kecemburuan sosial dalam pembangunan
palingan masalah jalan agar bisa di perbaiki senyaman mungkin itupuan hanya beberapa
masyarakat yang kecemburuan sosial nya yang tinggi. Ucap bapak muhadi.( 29 November
2023)

Berdsarkan hasil wawancara bersama bapak muhadi, yang mana dalam melakukan
pembangunan di desa keil kemungkinan kecemburuan sosial itu datang karena pemerintah
desa akan melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya supaya bisa membuat kenyamanan
dan keamanan dengan adanya rencana pembangunan tersebut.

Selanjutnya peneliti wawancara bersama masyarakat biasa yang bernama ibuk Temong

“ Menurut saya kecemburuan sosial itu pasti ada tapi hanya kemungkinan besar
sebagian yang mempunyai dendam atau tidak tegur sapa dengan masyarakat desa ini,
sehingga menyebabkan kecemburuan sosial itu tumbuh dan menjelek-jelekan pembangunan
yang ada di desa ini, atau bisa juga ketidak sukaan terhadap cara pimpinan kepala desa yang
sekarang, mungkin itu yang sering terjadinya dan menimbulkan kecemburuan sosial.(29
November 2023)

Berdasarkan Hasil wawancara bersama ibu temong yang mana kecemburuan sosial
dalam masalah pembangunan tersebut tentu ada sehingga sering terjadi bermusuhan antara
pemerintah dengan masyarakat tersebut. Maka dari itu diperlukanya sosialilasi pemerintah
desa kepada masyarakat agar menghindari kecemburuan sosial yang ada.

Selanjutnya pebeliti melakukan wawancara bersama Ibuk kayang selaku masyarakat
biasa

“ kecemburuan sosial bagi setiap masyarakat itu pasti ada yang terpenting bagaimana
cara kita itu tidak merusak atau menjelek-jelekan pekerjaan orang lain, adapun juga terkadang
konflik terhadap desa tetangga hanya karna di perbadingan dengan amsalah pembangunan
yang masih banyak kurangnya sehingga menimbulkan konflik sosial atau pertentangan
antara sesama masyarakat”.Ucap ibuk kayang.(29 November 2023)
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Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu kayang yanag mana dalam setiap melalukan
pembangunan itu pasti ada yang namanya tidak setuju sehingga mengakibatkan saling
menjatuhkan satu sama lain. Namun demikian pemerintah desa juga bisa menyesuaikan apa
yang di kehendaki masyarakat.

Peneliti malakukan Wawancara selanjutnya bersama Ibu Ita selaku masyarakat biasa:

“ Setau saya yang namanya kecemburuan sosial itu tentu pasti ada, ntah itu sama
masyarakat di desa bahkan bisa juga sama keluarga sendiri, yang kadang tidak mengikuti
arahan yang di berikan oleh pemerintah desa, sehingga timbulah sebuah kecumburuan sosial
atau konflik sesama warga atau masyarakat itu sendiri dan menimbulkan selisih paham
sehingga berdampak timbul sebuah percekcokan, salah satunya yaitu misalnya di kampung
ujung pembangunan jalan seminisasi ini sudah terealisasi sedangkan di awal masuk kampung
hanya beberapa kilo saja yang baru terealisasi itulah yang menyebabkan kecemburuan sosial
atau konflik timbul dan bisa di katakana seperti pilih kasih.” Ucap ibu Ita. (29 november 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu ita yang mana dalam melakukan
pembangunan itu pasti ada yang namanya kecemburuan sosial atau konflik karena setiap
masyarakat pasti ingin melihat pembangunan itu yang terbaik supaya bisa membuat
kenyamanan dan keamanan bagi setiap pembangunan dilakukan oleh pemerintan desa, dan
pemerintah desa pun akan melakukan yang terbaik buat masyarakatnya.

Peneleliti malakukan Wawancara bersama Ibu Susi selaku masyarakat biasa:

“Bisa jadi, karena kecemburuan sosial itu biasnya sering timbul dalam suatu
pelaksanaan pembangunan, karena dalam tenaga kerja bisa juga menimbulkan suatu
terkendalanya pembangunan akibat para pekerja atau tenaga kerja lokal misalnya dalam
pembangunan jalan seminisi yang mana tenaga kerja yang dibutuhkan oleh desa tersebut
hanyalah orang yang pegangguran dan juga tidak mampu, dari situ bisa menimbulkan
kecemburuan sosial atau konflik”. Ucap ibu Susi. (29 November 2023).

Berdasarakan hasil wawancara bersama ibu susi selaku masasyarakat desa yang mana
dalam melakukan pembangunan di desa tentu harus melakukan persetujuan antara
pemerintan desa dan juga masyarakat desa suapay dalam melakukan rencana pembangunan
bisa dilakukan dengan sebaim mungkin supaya apa yang diinginkan masyarakat bisa berjalan
dengan sesuai tepat waktu dan juga terhindar dari koflik dan juga kecemburuan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi informasi yang peniliti
ketahui bahwa pihak pemerintah desa tersebut sudah merencanakan untuk pembangunan
kedepannya agar tidak ada lagi kecemburuan sosial atau konflik yang terjadi di masyarakat
desa. Pemerintah desa akan melakukan yang terbaik untuk masyrakat dan kemajuan desa
terhadap pembangunan, dengan adanya melakukan perbaikan dalam pembangunan maka
akses keluar masuk di jalan bagi pengendara masyarakat desa juga bisa melalui nya dengan
kenyamanan dan juga aman. maka dari itu pemerintah harus melakukan yang terbaik demi
kenayaman masyarakat dan terhindar dari konflik-konflik yang ada.

Hambatan-Hambatan dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Beringin
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bebrapa hal yang

menjadi suatu hambatan di dalam Strategi Pemerintah Desa Dalam penyelenggaraan
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pembangunan infrastruktur di desa tanjung beringin kecamatan pengakalan kuras kabupaten
pelalawan yaitu sebagai berikut:

a. Kurangnya anggaran/ dana untuk melakukan pembangunan di desa tanjung beringin
sehingga masih banyak pembangunan yang masih belum terealisasi. Yang mana hal
tersebut sesuai dengan hasil observasi dari peneliti yang dimana pemerintah desa
sudah merencanakan perbaikin pelapisan jalan seminiasi di desa tersebut.

b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan atau mewujudkan
pembangunan infrasttuktur di desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi
peneliti dimana di desa tanjung beringin masih kurang pastisipasinya terhadap
pembangunan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mgenai Strategi
Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tanjung
Beringin Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Yang mana banyak peneliti
temukan berdasarkan obeservasi langsung ke lapangan dan wawancara yng telah peneliti
lakukan kepada seluruh informan yang di perlukan dengan 4 ( Empat ) indicator yaitu ada
Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang (Opportunities), dan Ancaman
(Threats). Sehingga peneliti menarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pada indikator kekuatan terlihat bahwa pemerintah desa sudah melakukan pembangunan
sebaik mungkin, namun dalam segi pembangunan sudah mempunyai kekuatan sehingga
dalam segi pembangunan jalan seminiasi tersebut sudah mulai membaik atau nyaman
untuk di lalui.

2. Pada indikator kelemahan ini terlihat bahwa pemerintah desa belum melakukan atau
melaksakan pembangunan yang sesuai apa dan di rencanakan sepertia apa yang di
cantumkan dia dalam sebuah laporan tersebut, karena mengakibatkan masih minimnya
anggaran/ dana yang belum cukup atau masih kurang, dan megakibatkan banyaknya
pembangunan yang belum terealisasi contohnya seperti pembangunan Taman.

3. Pada indikator Peluang dengan pemerintah desa melaksanakan pembangunan makanya
banyak peluang atau tenaga kerja lokal yang bisa terlibat di dalam suatu pembangunan di
desa tersebut dan dapat mengurangi pengangguran. Hal tersebut agar bisa membantu
masyarakat desa yang penggangguran dan kurang mampu mendapatkan kerja.

4. Pada indikator ancaman terlihat bahwa masih ada ancaman atau konflik apabila
melakukan pembangunan yang mana pemerintah desa bisa menghindari ancaman dari
masyarkat tersebut, seperti sering terjadinya omongan-omongan masyarakat yang kurang
beretika sehingga menimbulkan ancamana bagi pemerintah desa.
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